Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN

Nomor 20/ Pdt.P/ 2018/ PN.PIlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama

telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MARINI SAHELA, bertempat tinggal di Jl. Jintan No.117 (g.Obos 1X)
RT.003/RW.005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Selanjutnya disebut sebagai............. PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat — surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan
Penetapan Perubahan nama kepada Ketua Pengadilan Negeri
Palangka Raya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palangka Raya dibawah Regester perkara No. 20/Pdt.P/2018/PN PIk.
tertanggal 2 April 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung sesuai dengan kutipan
Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-17092015-0037 pada tanggal 17
September 2015;

2. Bahwa dari perkawinan pemohon yang terdahulu telah dikaruniai
1 (satu) orang anak, dimana anak pertama pemohon bernama
FRANDA HUMAIRA PUTRI, lahir di Palangka Raya pada
tanggal 01 Juni 2012 dan yang telah dicatatkan pada kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-
17092015-0037 pada tanggal 17 September 2015;

3. Bahwa akhir-akhir ini anak pemohon sering (mudah) sakit /
kurang sehat yang mana pemohon sangat bingung dan was-was
dengan kondisi anak yang kadang-kadang sakit mendadak;

4. Bahwa oleh pemohon berkeinginan untuk pergantian nama anak
yang semula FRANDA HUMAIRA PUTRI menjadi FRANDA
CALDORA menurut kepercayaan yang disarankan oleh orang

tua yang tau;
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5. Bahwa nama anak pemohon FRANDA HUMAIRA PUTRI
tersebut telah digunakan pada dokumen kependudukan;

6. Bahwa untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran anak
pertama pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari
Pengadilan Negeri setempat diwilayah pemohon tinggal,
sehingga pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan
Negeri palangka Raya.

Berdasarkan dari apa yang telah pemohon uraikan diatas, maka
bersama ini mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan
kiranya memberikan penetapan, yakni sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sepenuhnya;

2. Menyatakan bahwa anak pemohon bernama FRANDA
HUMAIRA PUTRI, lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Juni
2012 dan vyang telah dicatatkan pada kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai
dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-17092015-0037
pada tanggal 17 September 2015 yang semula bernama
FRANDA HUMAIRA PUTRI, diganti dengan nama FRANDA
CALDORA,;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian
nama pada akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh pemohon
supaya pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kota Palangka Raya
pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan
sipil yang di sediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perkenan Bapak
mengabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon telah datang menghadap sendiri, kemudian dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 6271036902920002,
tanggal 04-07-2016 atas nama MARINI SAHELA, selanjutnya diberi

tanda bukti ( P-1);
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2. Foto copy Kartu Keluarga ( KK ) Nomor : 6271030507100010, atas
nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi selanjutnya diberi tanda bukti

(P-2);
3. Foto Copy Akta Cerai antara Marini Sahela Binti Slamet Riyadi

dengan Ahmad Munir Bin Baderun tanggal 21 Oktober 2011 Nomor
: 341/AC/2013/PA PIk diberi tanda............ (P-3);

4. Foto Copy Akta Kelahiran An.Franda Humaira Putri Nomor : 6271-
LT-17092015-0037 tanggal 17 September 2015, diberi tanda ........
(P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk memperkuat dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
masing-masing bernama 1. SLAMET RIYADI, 2. DWI ERPIN
RATNANINGSIH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET RIYADI:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena saksi ayah kandung
Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada masalah mengenai nama
anak Pemohon (cucu saksi);

- Bahwa saksi mengetahui kaitan dengan nama anak Pemohon
yang pertama bernama Franda Humaira Putri ,lahir di Palangka
Raya pada tanggal 01 Juni 2012:

- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Franda Humaira
Putri ,lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Juni 2012 sudah
terdaftar dalam telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya Nomor 6271-LT-
17092015-0037 tanggal 17 September 2015;

- Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sudah
berulang kali diperiksakan di medis hamun tetap saja sakit-sakitan
menurut orang tua (nenek Pemohon/orang tua saksi) tidak cocok
dengan nama Franda Humaira Putri karena keberatan sehingga
sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga, nama anak
Pemohon diganti yang semula bernama Franda Humaira Putri
diganti menjadi bernama Franda Caldora, dan Alhamdulillah
sampai sekarang sehat-sehat terus;

- Bahwa dalam akte kelahiran Nomor 6271-LT-17092015-0037
tanggal 17 September 2015 nama anak Pemohon tertulis Franda
Humaira Putri, lahir di Palangka Raya tanggal 1 Juni 2012;

- Bahwa tidak ada masalah yang lainnya;
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2, DWI ERPIN RATNANINGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi ibu kandung

Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada masalah mengenai hama
anak Pemohon (cucu saksi);

- Bahwa saksi mengetahui kaitan dengan nama anak Pemohon
yang pertama bernama Franda Humaira Putri ,lahir di Palangka
Raya pada tanggal 01 Juni 2012:

- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Franda Humaira
Putri ,lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Juni 2012 sudah
terdaftar dalam telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya Nomor 6271-LT-
17092015-0037 tanggal 17 September 2015;

- Bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sudah
berulang kali diperiksakan di medis namun tetap saja sakit-sakitan
menurut orang tua (nenek Pemohon/orang tua saksi) tidak cocok
dengan nama Franda Humaira Putri karena menurut orang tua
nama itu terlalu berat untuk anak Pemohon sehingga sering sakit-
sakitan dan atas kesepakatan keluarga, nama anak Pemohon
diganti yang semula bernama Franda Humaira Putri diganti
menjadi bernama Franda Caldora, dan Alhamdulillah sampai
sekarang sehat-sehat terus;

- Bahwa dalam akte kelahiran Nomor 6271-LT-17092015-0037
tanggal 17 September 2015 nama anak Pemohon tertulis Franda
Humaira Putri, lahir di Palangka Raya tanggal 1 Juni 2012;

- Bahwa tidak ada masalah yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar
keterangan Pemohon yang pada pokoknya mohon supaya
permohonannya dikabulkan karena perbaikan nama dalam Akte
Kelahiran anak Pemohon sangat diperlukan untuk kebaikan dalam
kehidupannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak
mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 pasal 52 ayat (1) pencatatan perubahan nama,

dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat

tinggal Pemohon;
Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN Plk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka

dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon
mendalilkan bahwa dalam kehidupan anak Pemohon yang bernama
Franda Humaira Putri, lahir di Palangka Raya tanggal 1 Juni 2012, yang
tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 6271-LT-17092015-0037 tanggal
17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Palanka Raya sejak lahir mengalami sakit-sakitan,
sehingga atas saran orang-orang tua Pemohon nama anak Pemohon
supaya diganti karena tidak cocok dengan menggunakan nama Franda
Humaira Putri dan diganti menjadi Franda Caldora;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan
untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti
yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya
Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 s/d P-4 dan 2 (dua)
orang saksi yang bernama 1. SLAMET RIYADI, 2. DWI ERPIN
RATNANINGSIH;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda
Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
SLAMET RIYADI, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan demikian
secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai
Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat
diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa Akte cerai Nomor
341/AC/2013/PA Plk tanggal 25 Desember 2013, telah membuktikan
bahwa antara Pemohon bernama Marini Sahela binti Slamet Riyadi dan
Ahmad Munir Bin Baderun adalah suami istri yang telah bercerai dan
dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai anak bernama Franda
Humaira Putri yang lahir di Palangka Raya tanggal 1 Juni 2012

sebagaimana bukti P-4;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. SLAMET RIYADI, 2. DWI ERPIN RATNANINGSIH dipersidangan

yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak lahir

anak Pemohon mengalami saki-sakitan, sudah diperiksakan secara
medis namun masih tetap saki-sakitan dan menurut orang tua-tua
keluarga Pemohon nama anak Pemohon yang bernama FRANDA
HUMAIRA PUTRI tidak cocok supaya diganti menjadi FRANDA
CALDORA, sedang yang tertulis di dalam Akte Kelahiran Nomor 6271-
LT-17092015-0037 tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya, dan
keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang
diajukan Pemohon Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan
Pemohon diajukan untuk merubah penulisan nama anak Pemohon
dalam Akte Kelahiran Nomor 6271-LT-17092015-0037 tanggal 17
September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Palangka Raya yang tertulis bernama FRANDA
HUMAIRA PUTRI dirubah menjadi FRANDA CALDORA;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentukan undang-undang
maka sebagaimana bunyi pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 100 Peraturan Presiden
RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikaitkan
dengan ketentuan Undang-undang No0.23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Rl No.25 Tahun
2008 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa permohonan
untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor
6271-LT-17092015-0037 tanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya yang
tertulis bernama FRANDA HUMAIRA PUTRI dirubah menjadi FRANDA
CALDORA tidak bertentangan dengan undang-undang untuk itu dapat
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang
sebagaimana tersebut diatas, Memerintahkan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Palangka Raya setelah
ditunjukkan salinan Penetapan ini untuk mencatat ke dalam regester
kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan
catatan pinggir pada regester akte kelahiran dan pada kutipan akte
kelahiran nomor 6271-LT-17092015-0037 tanggal 17 September 2015
atas nama FRANDA HUMAIRA PUTRI dirubah menjadi FRANDA
CALDORA menurut aturan pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya
sepihak, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR/ pasal
192 Rbg membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No.24 Tahun 2013 perubahan atas
Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil, Undang-undang No0.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama FRANDA HUMAIRA
PUTRI, lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Juni 2012 dan yang
telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor
6271-LT-17092015-0037 tanggal 17 September 2015 yang semula
bernama FRANDA HUMAIRA PUTRI diganti dengan nama FRANDA
CALDORA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian
nama pada akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon supaya
dicatat pada Register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta
Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp

191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum pada hari JUM’AT Tanggal 13 APRIL 2018 oleh kami :
ETRI WIDAYATI, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka
Raya dengan dibantu oleh RUSPELIATI, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

RUSPELIATI,SH ETRI WIDAYATI, SH.,MH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Materai :Rp.  6.000,-
4. Biaya Panggilan :Rp. 100.000,-
5. Redaksi ‘Rp.  5.000,-
Jumlah ‘Rp.191.000,-

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



